
BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN' PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 01 TABUN 2014

TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PADA PT. BANK LAMPUNG

DAN PDAM TIRTA JASA

DENOAN' RAHMAT TUllAR YANG MARA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik
Indonesia Nomor : S-36/MK.7/2016, tanggal 23 Agustus
2016 perihal penetapan pemberian Hibah Daerah dalam
bentuk non kas kepada Pemrintah Daerah dalam rangka
penyelesaian piutang Negara pada POAM, khususnya
untuk PDAM Tirta Jasa sebesar Rp. 8.395.263.000,
(delapan milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua
ratus enam puluh tiga ribu rupiah), maka perlu meninjau
kembali Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada
PT. Bank Lampung dan PDAM Tirta Jasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan
Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada
PT. Bank Lampung dan POAM TirtaJasa;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956,
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja
dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1821);



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lemabaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang
Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3502;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Ko1usi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambanhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nornor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali, terakhir diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;



Menetapkan

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2016
tentang Tata cara penyelesaian Piutang Negara yang
bersumber dari penerusan pinjaman Luar Negeri,
Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan
Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016
tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air
Minum, dalam rangka penyelesaian hutang Perusahaan
Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara Non
Kas;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
08 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
08);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun
2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

PERATUR.AN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN NOMOR 01 TABUK 2014 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN' PADA PT. BAN'K
LAMPUKG DAN PDAM T1RTA JASA.



Pasall

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada PT. Bank
Lampung dan PDAM Tirta Jasa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 huruf b diubah sehingga pasal 5 berbunyi sebagai
berikut:

Pasa15

Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (2) masing-masing sebagi berikut:

a. pada PT. Bank Lampung sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima
milyar rupiah); dan

b. pada PDAM Tirta Jasa sebesar Rp, 10.000.000.000,- (sepuluh milyar
rupiah).

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasa15A

(1) Penambahan penyerta.an modal Pemerintah Daerah berupa Non Kas
kepada PDAM Tirta Jasa sebesar Rp. 8.395.263.000,- (Delapan Milyar Tiga
Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu
Rupiah).

(2) Jumlah total akumulasi penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada
PDAM Tirta Jasa sebesar Rp. 18.395.263.000,- (delapan belas milyar tiga
ratus sembilan puluh limajuta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah dapat menambah danmengurangi besarnya nilai
penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja perusahaan.

(2) Penambahan dan pengurangan besamya nilai penyertaan modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan ditetapkan dalam
APBD Tahun berkenaan serta pelaksanaarmya ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

(3) Dari jumlah dana Penyertaan Modal kepada PT. Bank Lampung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a telah disetor oleh
Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp.
16.529.335.936,84,- (Enam Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan
Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam
84/100 Rupiah).



(4) Sisa setoran modal yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah
kepada PT. Bank Lampung sebesar Rp. 8.470.664.063,16 (Delapan
Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat
Ribu Enam Puluh Tiga 16/100 Rupiah) yang akan dilaksanakan secara
bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(5) Untuk Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b telah disetor oleh Pemerintah Daerah
sampai dengan Tahun 2015 sebesar Rp. 5.534.297.500,- (Lima Milyar
Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh
Ribu Lima Ratus Rupiah).

(6) Sisa setoran modal yang hams dipenuhi oleh Pemerintah Daerah
kepada PDAM Tirta Jasa sebesar Rp. 12.860.965.500,- (Dua Belas
Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh
Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) yang akan dilaksanakan secara
bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasalll

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal ~ ~ 2016

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN
Diundangkan di Kalian a
pada tanggal N J 'f 2016

SEKRETARIS DAE KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

FREDYSM

LEMBARAN DAERAB KABUPATEIf LAMPUNG SELATAR TAHU!f 2016 IfOMOR / Y

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,
PROVINSI LAMPUNG: 4 /LS/2016


